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KOMPILASI HUKUM ISLAM: 7{ .

DARI DOMINASI FIQH MENUJU DOMINASI HUKUM > -

-

N ’ Atun Wardatun® .

Abstract: The existence of the compilation of Islamic low
(KHY) in Indonesia has been loaded with pros and cons.
There are two issues, at Jeast, are discussed along with the
emergence of KHI as a guide book of Islamic furisis in
Indonesian Religious Court. First, the question as to whether
KHT is a constitution and as a consequence inds the Islamic
jurists’ decisions. Second, the disagreement between tio -
groups who suppor? the formalization of Islansc law in
Indonesia on one side and who disagree with such policy in
the context of the plurality of Indonesia. Besides, the
emergence of KHI has been coloring the development of
Islamic latw in Indonesian legal system. Substantively, KHI's
formulation shows the dynamic of Islamic Law thought
(figh) which fit in to cultural and religious setting in
Indonesia. Formally, KHI has pulled out igh from personal
interpretation toward @ mode of thought which legaily
legitimated (at leas! factually) as a basis for Islantic Jurists’
decision at religious court. KHI has contributed lo creating

' legal certainty by treating like cases alike. Therefore, based

: on the type of legal systens and the legitimation from
Weberian theory, KHI has transformed islamic Jurists’
decision form figh -domination oriented toward legal-
domination orienird. :

Kata kunci: dominasi figh, figh Indonesia, dominasi
hukum, keseragaman hukum, positivisasi hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI),
walaupun sccara de jure eksistensinya masih dipertanyakan, akan
tetapi secara de facto telah menjadi pedoman bagi para hakim di

* Perulis adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah [AIN Mataram. E-mail:
atunw 20dédya hoo.com
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pengadilan agama untuk memutuskan perkara-perkara umat
Islam yang diajukan ke pengadilan agama. Pertanyaan tersebut
muncul karena KHI dilegalisasi ‘hanya’ melalui Instruksi Presiden
{INPRES) 1/1991. Kedudukan KH! lalu, secara formal, tidak
dianggap sebagai undang-undang, schingga sekarang KHI sedang
diperjuangkan untuk diangkat kedudukannya sebagai UU dan
sedang digodok untuk menjadi hukum terapan pada pengadilan
agama oleh lembaga legislatif. Namun, karena dalam tataran
prakts KHI dijadikan buku rujukan oleh hakim dengan maksud
menyeragamkan keputusan, KHI sebenarnya dapat dipandang
scbagai aturan yang mengikat. Di sinilah letak permasalahannya.
Ketika KHI di satu sisi dianggap sebagai bukan undang-undang'
tetapi di sisi lain KHI itu sendiri ada karena sisim peradilan
menghendaki keputusan hakim seragam (unifikasi). Kalau XHI
tidak mengikat maka KHI sebenarnya tidak dapat difungsikan
untuk menjamin keseragaman keputusan hakim (unifikasi). Kalaa
begitu, salah satu tujuan tersusunnya KHI yaitu untuk
mewujudkan kepastian hukum tidak dapat dilakukan. Menurut
penulis, KHI dapat dipandang sebagai undang-undang dalam arti
materiil, yaitu aturan hukum yang kekuatan mengikatnya bukan
didasarkan pada sumbernya atau legitimasi hukumnya secara
formal tetapi lebih didasarkan pada isinya yang menjamin
kepastian hukum urnat Jslam para pencari keadilan.

Tulisan ini ingin meninjau kembali posisi hukum KHI
dalam gsistim hukum Indonesia lalu melihat bagaimana KHI
mengangkat tradisi interpretasi hukum Islam {figh) untuk menjadi
pedoman hukum dalam rangka keseragaman putusan bagi para

'Sebenammya sifat mengikatnya sebuah hukum bukan hanya karsna hukum
tersebut berbentuk perundeang-undangan yang secara formal ditetapkan oleh
negara. Menurut ieon kedaulatan hukum, sebuah aburan hukum bersifat mengikat
kalan memenuhi rasa keadilan sebuah masyarakatl walaupun bentuknya bukan
undang-undang. Lihat CST Kansil, Penganitar i Hikwm dan Tate Hukum Indonesia
Oakarta: Balai Pustaka, 1989), 63, Secara yuridis, undang-undang sendiri ada dua
macam, yailn undang-undang formal dan undang-undang material. Undang-
undang formal adalah aturan bukum yang disahkan oleh lembaga yang bechak,
yaitu atas psulkan pemerintah dan disahkan cleh lembaga legislatif, jadi Jebih
dilihat dari segi sumbernya, Sedangkan undang-undang dalam arti material
yaitn sehap keputusan pemerinlah yang isinya mengikat setiap pendluduk, jadi
substansi dari aturan itu sendiri yang dilibat. Lihat CST Kansil, Pengantar_.., 46-7.
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hakim pengadilan agama sekaligus kepastian hukum bagi
masyarakat muslim pencari keadilan. Figh yang semula bersifat
tidak mengikat, melalui KHI, lalu dijadikan landasan bagi hakim
dalam keputusan hukumnya, Melalui KHI, tiqh tidak lagi sekedar
menjadi sebuah interpretasi tetapi berwujud menjadi interpretasi
yang mempunyai legitimasi legal untuk memecahkan masalah
umat lslam Indonesia dalam kerangka sistim hukum kentemporer.

Dalam tulisan ini, figh diartikan sebagai hasil interpretast
terhadap ajaran-ajatan syari’ah yang sifatnya tidak mengikat.
Hukum diartikan sebagai hasil kesepakatan yang diwujudkan
dalam aturan-aturan tertulis yang bersifat mengikat. Dominast
figh, oleh karenanyva, merujuk pada pengertian kepada sebuah
keputusan yang dilandaskan pada interpretasi personal, sedang-
kan dominasi hukum yang dimaksud di sini adalah keputusan
yang berpijak pada sebuah aturan yang sifatnya mengikat,

KHI: Figh Indonesia (tidak mengikat) atau Undang-undang
(mengikat)?

1. Apa KHI?

Dalam banyak tulisan tentang Islam dan hukum [slam
definisi syari‘ah, figh dan hukum Islam sering overlap. Definisi
yang overlap ini, bahkan, menyebabkan kesalahpahaman
terhadap terma tersebut. Karena tujuan tulisan ini menjelaskan
arti yang benar tentang KHI di Indeonesia, maka terma syari ah,
figh, dan hukum Isfam akan didefinisikan secara berbeda.

Syari‘ah adalah dasar dan ajaran Islam yang bersifa umum
yang diwahyukan oleh Allah dalam al-Qur’an dan dijelaskan oleh
Nabi Muhammmad saw. melalui hadis.? Al-Qur’an dan al-Hadis
berisi hukum, kepercayaan (akidohj, dan nilai-nilai moral {akhlaq}.
Kebenaran absolute al-Cur’an hanya diketahui oleh Allah swit.
dan hadis Nabi Muhammad saw. sebagai medium yang meng-
hubungkan bahasa Allah swt. dengan bahasa manusia. Umat
Islam percaya bahwa apapun yang Nabi Muhammad saw. katakan

ILihat Yahya Harshap, “Informasi Materi Hukum Islam: Mempositifkan
Abstraksi Hukum Eslam” dalam Kompilasi Hekum litam dun Peradiian Agama
(Jakaria: Logos Wacana llmu, 1939), 21-80.
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dan praktikkan semuanya atas petunjuk Allah. Dengan kata lain,
syari'ah adalah al-Qur'an dan hadis yang disepakati oleh umat
Islam secara keseluruhan dan merupakan sumber hukum Islam
vang valid. '

Karena syari'ah adalah seperangkat ajaran global, umat
Islam perlu memahami dan menafsirkan ajaran-ajaran itu ke
dalam konteks partikular dengan melihat keadaan umat Islam
yang betagam. Pemahaman terhadap syari’ah disebut figh, Khallaf
mendefinisikan figh sebagai “pengetahuan tentang hukum yang
berhubungan dengan perbuatan crang Islam dewasa yang
dikeluarkan dari dalil syara’? Menuruinya, figh adalah dokkrin
hukum Islam atau pendapat ahli hukum Islam. Harahap memberi
nama figh sebagai “abstraksi hukum Islam” . Dalam sejarah Islam,
figh bukan merupakan seperangkat hukum yang seragam yang
dipraktikkan oleh seluruh umat Islam di dunia, tetapi figh sangat
bervariasi tergantung tuntutan kondisi sosial tempat syari‘ah
ditafsirkan. Pada kenyataannya, figh sendiri merupakan inter-
pretasi keagamaan yang berusaha merasionalisasi syari'ah. Tokoh
figh terkemuka dalam Iradisi sunni, sebagai contoh, adalah empat
mazhab hukum: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Mereka
memahami dan menafsirkan syari’ah dengan cara berbeda
khususnya hukum yang berhubungan dengan apa yang umat
Islam sebut sebagai mu'amalah (hubungan horizontal) sebagaj
lawan ibadah (hubungan vertikal). Perbedaan itu terjadj karena
pemahaman dan penafsiran merupakan hasil kondisi sosial yang
berbeda. Misalnya, Imam Hanafi diasumsikan sebagai sosok
rasionalis karena beliau tinggal dalam masyarakat heterogen.
Imam Malik adalah sosok tekstualis karena beliau dekat dengan
tempat dimana hadis diriwayatkan dan disebarkan. Keempat
mazhab sunni tersebut adalah contoh yang terbaik karena hukum
Islam tidak dimonopoli oleh satu penafsiran tetapi membuka pintu
selebar-lebarnya terhadap pemahaman dan kreativitas yang
beragam dalam menafsirkan syari’ah.

*Baca Abdul Wahab Khallaf, Kardah-kaidah Hukosm [stam (Bandu ng: Perisai,

1985).
* Harahap, "Informasi...”, 21-80,
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Umat Islam Indonesia menyadan bahwa ajaran Islam
fleksibel dan kontekstual. Keadaan pada saat munwculnya mazhab
Islam sungguh berbeda dengan kondisi saat ini, umat Islam
Indonesia seharusnya idak mengikuti begitu saja apa yang ditemu-
kan dalam kitab-kitab figh. Ajaran Islam seharusnya dikonteks-
hualkan sesuai dengan ruang dan waktu, Hukum Islam, terjemah-
an dari Islamic law, oleh karenanya, adalah penafsiran syari‘ah ke
dalam konteks Indonesia dan berdasarkan dinamika masyarakat
Indenesia. Pendapat Imam mazhab dahulu tidak bisa secara
langsung diikuti tanpa mempertimbangkan kondisi khusus
Indonesia. Bukan kita menganggap pendapat fugaha dalam kitab
figh itu tdak relevan sama sekali, totapi dukungan terhadap
mazhab tertentu seharusnya bukan pada materi yang disampai-
kan tapi lebih pada metode (manhaji). Dengan kata Jain, ber-
madzhab adalah mengikuti cara imam mazhab dalam memfermu-
lasikan hukum Islam dari syari'ah.

KHI merupakan usaha mereformulasi dan mereaktualisasi
hukum Islam dalam konteks Indonesia. Umat Islarn menyadari
bahwa mereka sangat menghargai kekhususan adat lokal dan
kehidupan sosial. Al-Qur'an dan hadis sebagai dua sumber hukum
Islam harus ditafsirkan dan dikontekstualisasikan agar menemu-
kan solusi terhadap problem yang muncul saat ini, dan figh klasik
{pemahaman hukum [slam} harus diperbaharui sesuai dengan
perkembangan masyarakat. Usaha mereformulasi hukum Islam
dapat dilihat dengan adanya beberapa peraturan “bare” dalam
KHI yang tidak ditemukan dalam kitab figh klasik. Salah satu yang
betul-betul berubah adalah tidak dibolehkannya laki-laki menikahi
wanita non-muslim yang sebenarnya diperbolehkan oleh al-
Qur’an dan figh. Teks dalam al-Qur’an dan figh klasik memper-
bolehkan Iaki-laki muslim menikahi perempuan non-muslim tapi
tidak sebaliknya, karena perempuan lebih memungkinkan
mengikuti agama suami mercka. KHI, mengecilkan peran gender
terhadap perkawinan antar agama sebab tidak hanya perempuan
yang bisa mengikuti agama suaminya tapi juga sebaliknya.
Menurut kaum Feminis, peraturan baru ini mungkin scbuah
kemajuan, tetapi kaum pluralis memandang bahwa memperkecil
peluang nikah beda agama adalah sebuah kemunduran karena
Indonesia adalah negara dengan beragam agama. KHI juga




Istinbith, Vil 5 Mo, ! Desember 2007: 1 - M4

berusaha mengakomodir hukum adat seperti masalah ahli waris
pengganti dan harta pusaka bagi anak angkat

KHI dibagi menjadi tiga buku hukum. Buku pertama
tentang hukum perkawinan yang terdiri dari sembilan belas (19)
bab dan seratus tujuh puluh (170) pasal. Kebanyakan isinya
diambil dari Undang-undang Perkawinan Nasional tahun 1974
dengan beberapa aturan Islam yang diperluas, Buku kedua tentang
kewarisan yang terdiri dari enam (6) bab dan empat puluh tiga
(43) pasal. Buku kedua juga mengatur hibah dan sedekah. Dan
buku ketiga tentang wakaf yang terdiri dari lima (5) bab dan dua
belas (12) pasal.

Berkenaan dengan isu gender, beberapa isi KHI secara
eksplisit mendukung persamaan laki-laki dan perempuan, seperti
memberi hak pada laki-laki dan perempuan untuk mengusulkan
perceraian. Tapi dalam banyak isinya, isu gender masih belum
berubah; sebagai contoh isu pembagian waris antara laki-laki dan
perempuan 1:2, dan isu pembagian tugas yang rigid antara suami
dan istri yang sebenarnya dirumuskan juga dalam Undang-
Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1971.

Hukum Islam sendiri (sebelum dikodifikasi dalam bentuk
KHI} adalah merupakan bentuk informal dan bentuk personal
hukum sebab hukum Islam yang dimaksud masih memberikan
ruang gerak untuk diinterpretasi secara beragam. D satu sisi,
perbedaan penafsiran adalah alami bagi hukum Islam, tetapi di
sisi lain, untuk kepentingan sistim kerja Peradilan Agama,
penyatuan hukum secara signifikan dibutuhkan untuk memberi-
kan kepastan hukum bagi umat Istamn Indonesia terkait dengan
hukum keluarga Islarn. KHI di Indonesia, oleh karenanya, adalah
sebuah buku yang berisi hukum Islam Indonesia yang dihasilkan
oleh safjana Islam Indonesia dan kesepakatan bersama para ahli
hukum yang diberikan “dasar (hukum formai?) oleh negara”,
Dengan kata lain, KHI adalah “sebuah konsensus ahli hukum
Islam Indonesia.”* Penyusunan KHI dianggap sebagai usaha yang

# Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompritasi Hubum Islam dalam Tata Huksem
fndonesiz (Jakarta: Gema Insant Press, 1994}, Lihat juga Cik Hasan Bisri,
“Kempilasi Hukom lelam dalam Sistim Hukum Nasional” dalam Peredifan Agams
dan Kompiles) Hukwwm Islam dalom Tate Hukum Indonesta (Yogyakarta: Ull Press,
1999}, 1-20.
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signifikan untuk meminimalkan perbedaan pendapat di antara
para hakim di lingkungan Peradilan Agama dan untuk merjamin
posisi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia.

2. Posisi Dilematis KHI

Dilema yang muncul terkait dengan posisi KHI dalam sistim
hukum Indonesia, tampaknya, disebabkan oleh adanya dua fakta
yang berseberangan yang integral dengan KHI itw sendiri. Fakta
pertama adalah tentang dasar pemberlakuan KHI yang tidak
mengikutkan proses tertentu sehingga KHI tidak melewati lembaga
legislatif yang notabene berhak penuh untuk melegalkan sebuah
aturan hukum menjadi undang-undang. Fekta kedua adalah ada-
nya konsesus ahli hukum Islam Indonesia sendiri yang meng-
inginkan KHI menjadi pedoman hukum yang bisa menjamin kese-
ragaman keputusan para hakim. Kedua fakta inilah yang menye-
babkan tarik ulur dan menciptakan dilema tersendiri ketika KHI
dianggap undang-undang dan atau bersifat mengikat atau tidak.

Fakta pertama berkaitan dengan dasar pemberlakuan KHI
Instruksi Presiden adalah “jalan pintas untuk mendapatkan dasar
hukum KHI"* sebab dalam tata hukum Indonesia, instruksi
presiden tidak termasuk dalam tata urutan perundang-undangan.
Akar persoalan terkait dengan Instruksi Presiden sebagai dasar
pemberlakuan KHI adalah apakah, dengan instruksi itu, KHI
merupakan sebuah undang-undang atau bukan. Hal ini terkait
dengan perkembangan KHI yang diklaim sebagai sebuah undang-
undang. Kalau menilik bahwa instruksi presiden tidak termasuk
dalam tata urutan perundang-undangan maka KHI tidak bisa
dianggap sebagai undang-undang yang oleh pandangan kaum
formalis atau positifis, konsekuensinya tidak bersifat mengikat.
Salah satu alasan mengapa KHI diterbitkan hanya dengan
Instruksi Presiden adalah agar hukum Islam cepat tersedia untuk
Peradilan Agama. Jika KHI disahkan melalui lembaga legislatif,
tidak hanya menunda proses, tapi akan menjadi perdebatan serius
tentang apakah umat Islam mempunyai keinginan untuk
memperjuangkan negara Islam dengan mengusulkan penerapan
hukum Islam melalui KHE di Indonesia. Dasar hukum KHI dengan

* Harahap, "[nformasi..", 21-30
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Instruksi Presiden lalu menimbulkan perdebatan panjang mengenai
apakah KHI secara formal mengikat ahli hukum Islam pada
Peradilan Agama untuk menggunakannya sebagai referensi
keputusan Pengadilan?

Menurut hemat penulis, dasar pemberlakuan KHI yang
berbentuk Inpres tersebut sebenamya jika dilihat dari konteks sosial
politik dan proses pemberlakuannya lebih bersifat politis, Sejak
awal KHI dihajatkan sebagai aturan yang bisa menyeragamkan
keputusan para hakim pengadilan agama untuk menjamin
kepastian hukum, yang secara nyata berarti dimaksudkan sebagai
aturan yang bersifat mengikat. Pilihan pemerintah untuk me-
mutuskan KHI dalam bentuk Inpres pada tahun 1991 tampaknya
bukan sama sekali dimaksudkan untuk tidak membertkan
landasan formal dari negara tetapi karena kondisi darurat, vaitu
mempercepat tersedianya hukum materiil bagi PA yang notabene
telah mempunyai UL tersendiri dua tahun sebelurnya yaitu sejak
tahun 1989 (UUFPA 7/1989 diperbaharui memjadi UUPA 3/2006).
Alasan kedua, yakni untuk menjaga stabilitas nasional dengan
adanya asumsi bahwa umat agama lain akan merasa
di'kesampingkan’ jika KHI secara resmi dilewatkan dalam proses
legislasi oleh parlemen. Alasan kedua ini juga tidak menafikan
bahwa memang KHI dimaksudkan untuk menyeragamkan buku
pedoman para hakim pengadilan agama maupun pihak-pihak
yang memerlukannya. Pandangan kelompok menentang sifat
mengikat KHI dan beranggapan bahwa. KHI hanya susunan hasil
mufakat (konsensus) dan pendapat ahli hukum lslam Indonesia,
Konsekuensinya hakim PA diperbolehkan mendasarkan keputusan
mereka pada pemahaman dan interpretasi mereka sendiri.
Pandangan ini tentu saja kontraproduktif dengan maksud awal
dibentuknya KHI?

? Pertanyaan kritis yang mungkin dapat diajukan adatsh jiks KHI tidak
bersifat mengibat, maka apakah pencari keadilan dapat memohon kepada hakim
untuk menangani perkara yang mereka ajukan ke PA atas dasar interpretasi
hakim sesuai dengan madzhabnya, atau atas dasar peraturan perundang-
urdangan lainnya? Lalu peraturan-perundang-undangan mana yang dimaksud?
Padahal KH] merupakan satu-satunya buku nijukan khusus untuk PA sebagai
peraturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan Nemor 1 Tahun 1974 kalay
dalam masalah perkawinan di samping PP 9/1975. Lagi puls secars materiif KHI|
tidak bertemtangan isinya dengan kedua peraturan perundang-undangan tersebut.
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Instruksi Prestden 1/1991 tersebut sebenarnya diperkuat
oleh Keputusan Menteri Agama 154/1991 tentang pelaksanaan
Inpres tersebut. Di sinilah letak keunikan dasar pijakan pem-
berlakuan dan penyebarluasan KHIL. Walaupun memang Inpres
tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-
undangan. Sebenarnya keputusan menteri masuk dalam tata
urutan peraturan perundang-undangan yaitu dalam poin F.
Peraturan-peraturan pelaksana lainnya (baik yang diadakan oleh
pejabat sipil maupun militer, seperti Keputusan Menteri, Instruksi
Menteri, Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata, dan lain-lain).*
Tampak sekali bahwa legitimasi legal KHI ini sangat bersifat politis.

—  Fakta kedua, secara realitas para hakim pengadilan agama
harus merujuk pada KHI dalam memutuskan perkara umnat Islam
kecuali mereka tidak menermukan jawabannya dalam KHI. Salah
satu tujuan KHI adalah mengurangi perbedaan keputusan hukum
di lingkungan Peradilan Agama. Oleh sebab itu, ahli hukum Islam
dapat memperlakukan kasus yang serupa dengan keputusan yang
sama, dan tidak hanya didasarkan pada pendapat pribadi dan
pendapat mazhab yang mereka ikuti. Penelitian yang dilakukan
oleh Departemen Agama Rl menemukan bahwa 100% hakim
pengadilan agama secara implisit menggunakan KHI scbagaj dasar
keputusan mereka dan 75% dari mereka mengpunakannya secara
eksplisit {(Kompas, 11 Okicber 2004). * Banyak pasal di dalam KHI
yang pada awalnya bersumber dari perbedaan pendapat para
imam madzhab lalu diprtuskan menjadi satu atzran hukum untuk
menghapus kontradiksi keputusan hakim-hakim jika mercka
mendasarkan keputusan mereka pada figh yang mereka anut.
Contoh kasus misalnya pada aturan perkawinan wanita hamil
yang tersebut pada Pasal 53. Para imam madzhab sangat bervariasi

Tata urutan peraturan perundnngan menurut Tap MPRS XX/ MPRS /1966
kemudian dikuatkan aleh Tap MPR ¥V /MFPR/ 1973 adalah: a. ULID 1945, b,
Ketetapan MPR, c. Undang-tUndang (UU} dan Peraturan Pemerintaly sebagai
Pengganli Undang-Undang (PERFLY, d. Peraturan Pemerintah (PP}, . Kaputusan
Presiden {KEPPRES), f. Peraturan-peraturan Pelaksana lainnys,

Uhituk memperkuat hasil penelitian tersebut, dalam pengalaman penulis
merwernani mahasiswa melakakan praktik peradilan, penulis selalu menyaksikan
bahwa memang keputusan para hakim PPA di wilayah Lombok maupun Mataram
selalu merujuk kepada KHI.
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pendapatpya tentang perkawinan wanita hamil. Ulama
Syafi'iyyah misalnya membolehkan perkawinan wanita hamil de-
ngan pria yang mengharmili atau bukan dan mercka boleh melaku-
kan hubungan seksual dalam pernikahan tersebut {(nampaknya
ini yang diadepsi oleh KHI}. Imam Abu Hanifah tidak mem-
bolehkan wanita hamil bersetubuh dengan pria yang bukan meng-
hamilinya selama sebelum melahirkan walaupun membolehkan
mereka untuk menikah. Ulama Malikiyah maupun Hanabilah
tidak menganggap sah pernikahan wanita hamil karena kehamilan
tersebut disebabkan perzinaan.” Dapat dibavangkan jika keputu-
san tentang perkawinan wanita hamil ini Hidak diunifikasi melalui
aturan dalam KHI pasal 53, maka kepastian hukum tentang kasus
tersebut tidak akan tercipta, padahal unsur mendasar dari sebuah
hukum itu adalah untuk mewujudkan kepastian hukum bagi
pencari keadilan.

3. KHI Bersifat Mengikat

Nampaknya, perselisihan di antara mereka yang kontra
dan pro terhadap KHI sebagai undang-undang yang bersifat
mengikat atau tidak adalah didasarkan pada perbedaan dasar
hukum dan mazhab hukum. Mereka yang menentang KHI setuju
dengan positivisasi hukum dengan mengatakan “kevalidan sebuah
hukum ditentukan oleh sumbernya, bukan isinya.”" Sebaliknya,
Jurisprudence sosiologi mengidentifikasi bahwa "Hukum selalu
berdampingan dengan aturan dan norma sosial lainnya dan norma
sosial tersebut sangat tergantung penuh pada penerimaan seutuh-
nya terhadap aturan-aturan itu.”* Bagi jurisprudence sosiologi,
pengakuan formal terhadap undang-undang kurang begitu signifi-
kan dibandingkan penerimaan masyarakat terhadap keberadaan
undang-undang. Cleh karenanya, yang dikedepankan adalah
substansi dari hukum itu sendiri, Dengan demikian, menurut
penulis, KHI adalah bersifat mengikat dan bisa dikategorikan

¥ Mengenai masalah ini lebih lanjut likat, Abdurrahman, Petkawrinen dafont
Syari'at Istarm (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) dan Muhammad 1dris Ramulyo, Hukwer
Prrkguriner [siam (Jakarta: Bumi Aksara, 199%6).

" David O, Friedrich, Late in Ouer Lives: an Introduction. {California: Roxbury
Publishing Company, 2001) §1.

2 Noud, B3,
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sebagai undang-undang dalam arti materiil, walaupun dasar
hukum formilnya masih terus diperdebatkan.

Baru-baru ini, tahun 2002, ada usaha menjadikan KHI
sebagai undang-undang dalam arti formil melalui pengesahan oleh
lembaga legislatif, yang menyebabkan munculnya banyak
kontroversi. Tim gender Departemen Agama mengusulkan draf
hukum tandingan atau Counter Legal Draft (CLD). Dalam CLD
ind, formulasi KHI yang diusulkan untuk berubah adalah berkaitan
dengan kesetaraan gender dan isu pluralisme dan diganti dengan
atzran-aturan yang lebih egaliter. Akan tetapi, pemerintah meng-
hentikan proses pengusulan tersebut karena banyak yang tidak
setuju dengan ide progresif dalam CLD tersebut. Adanya pe-
mikiran alternatif untuk mereformulasi beberapa bagian KHI i
dapat dipandang sebagai upaya lebih mengkonteks-tualisasikan
KHI agar sesuai dengan perkembangan zaman. Mengingat KHI
telah berlaku selama hampir 17 tahun {terhitung sampai 2008)
maka sangat mungkin ada beberapa pasal yang memang sudah
tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Munculnya CLD tidak
dapat dianggap scbagai teks hukum yang sudah bisa disandingkan
dengan KHI untuk menjadi pedoman penyelesaian kasus-kasus
di PA karena CLD masih merupakan draf usulan. Draf usulan
semacam ini bisa saja terjadi pada aturan perundang-undangan
apa saja termasuk undang-undang yang telah dilegalisasi secara
formil. Bahkan Undang-undang Dasar 1945 pun diamandemen,
tentu saja, sesuai dengan draf usulan dari berbagai pihak baik
secara tertulis maupun lisan. Oleh karena itu, sejauh ini KHI masih
merupakan satu-satunya pedoman hukum sebagai peraturan
pelaksana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
yang lebih spesifik untuk umat Islam. Tidak adanya alternatif
aturan lain ini semakin menegaskan otoritas KHI secara hukum
dan bukt bahwa hakim hanya dapat bebas mengembangkan
interpretasinya tentang sebuah kasus ketika terjadinya kekosongan
hukum dalam arti formulasi KHI tidak secara jelas menunjukkan
solusi untuzk kasus tertentu. Pengisian kekosongan hukum ini
sendiri tidak hanya berlaku bagi KHI yang merupakan undang-
undang secara materiil tetapi juga bisa berlaku pada undang-
undang yang mempunyai kekuatan formil.
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Menilik eksistensi KHI sebagaimana dijelaskan di atas, ter-
nyata sebagai produk interpretasi yang memperhatikan dinamika
dan corak kehidupan masyarakat Indonesia KHI adalah figh
Indonesia. Figh yang dimaksud di sini adalah hasil interpretasi
hukum Istam yang sesuai dengan setfing dan dinamika lckal
Indonesia. Namun, febih dari itu KHI adalah figh yang telah diberi
bentuk hukum oleh negara®® dan menjadi pedoman bagi hakim
pengadilan agama. Dengan kata lain, dengan diberikannya legi-
timasi hukurn melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan
Keputusan Menterj Agama Nomor 154 Tahun1991 maka KH! telah
merubah wajah figh yang tidak lagi terkotak-kotak oleh anutan
mazhab seorang hakim dari hakim lainnya tetapi menjadi
formulasi hukum antar mazhab dengan asumsi konteks sosial
politik Indonesia menjadi dasarnya.

Konteks Sosial Politik KHI

Menyusuri jejak sejarah Islam dan umat Islam Indonesia,
seseorang dapat menemukan bahwa kesadaran keagamaan umat
Islam sesungguhnya telah digambarkan secara eksplisit melalui
sejarah. Jauh sebelum kolonialistme, umat Islam telah menerapkan
hukum [slam sebagai bagian integral dalam kehidupan mereka
sehari-hari. Bagi sebagian umat Islam Indonesia, keberadaan
peradilan agama dan hukum Islam di Indonesia bukan sekedar
terkait isu mayoritas-minotitas, tetapi umat Islam sendiri memang
merasa harus menjalankan keberagamaan mereka. Di samping
itu, sebagian umat Islam berpendapat bahwa umat Islam telah
memiliki hukum sendini dalam setiap aspek kehidupan tertnasuk
hukum kriminal. Namun, umat Islam Indonesia tidak menuntut
itu sebab mereka menghormati keberagaman masyarakat
Indonesia. Umat Islam sungguh membutzhkan hukum keluarga
karena keluarga merupakan aspek penting bagi masyarakat
muslim. Dan juga, hukum keluarga adalah urusan pribadi dan
merupakan bagian hukum perdata dimana pihak yang terlibat

™ KH. Hasan Basri misalnys dengan fegas mengatakan bahwa K11 sdalah
hukum positif yang bersumber dari figh. Ini adatah perkembangan yang luar
nasa bagi figh dalam sisttm hukum nasional, Libat KH Hasan Bisri, “Perlunya
Kompilasi Hukum Islam” dalam Mimbar Ulama No 14 ahon X, 1986, 60,

12



Komprios: Hukum (sl {Atun Y¥ardatun}

adalah umat Istam sendiri. Walaupun hukum keluarga merupakan
urusan personal, tetapi untuk menjamin pelaksanaan hukum
tersebut, menurut kelompok Islam politik, hukum keluarga 1slam
harus diberi bentuk huzkum formal olch negara:

Orang harus menghargai bahwa hukum keluarga Islam bagi
kebanyakan umat Islam merupakan simbaol identitas keislaman
mereka, inti keberagamaan yang sangat sulit terkikiskan untuk
menunjukkan bagaimana sebenarnya menjadi secrang muslim. Ini
tentu karena hukum keluarga Isfam adalah aspek utama dari syari’ah
yang diyakini telah berhasil menunjukkan resistensi ketika kode
hukum Eropa ingin menggantikannya pada masa kolonial, dan juga
survive dari upaya sekularisasi dalam berbagai bentuknya pada
kebanyakan negara Islam, !

Sebagai “simbol identitas Islam”, hukum keluarga Islam
seperti KHI adalak usaha untuk mempertahankan eksistensi
hukum Islam bagi kehidupan umat [slam. Oleh karena itu,
rasionalisasi hukum keluarga Islam tidak dengan cara meng-
hilangkan nilai-nilai Islam tapi lebih pada mencan penyesuaian
perkembangan hukum keluarga Islam dengan dinamika
perubahan masyarakat. Maka isunya bukan tentang apakah
hukum keluarga Islam berubah merjadi hukum keluarga sekuler
tapi lebih mengenai bagaimana figh sebagai jalan untuk melanjut-
kan penafsiran hukum keluarga Islam dapat berfungsi untuk
menunjukkan bahwa hukum keluarga lslam terbuka terhadap
perkembangan masyarakat.

Mengapa hukum Islam diakui sebagai bagian dari negara
terjadi relatif baru? Perjuangan umat Islam adalah setengah bagian
yang berkontribusi bagi formalisasi hukum [slam, scbagian lagi
banyak dipengaruhi oleh kondisi pelitik Indonesia saat sha. KHI
disahkan oleh presiden hanya beberapa hari sebelum berangkat
menunaikan ibadah haji. Beberapa pengamat politik memandang
hal ini sebagai trik polidk Suharto untuk mempereleh dukungan
dari mayoritas umat Islam wntuk pemilihan umum masa
berikuinya.

" Abdullah A. Na'im, Islamic Famaly Lo i @ Changing World: A Global
Resource Book [Mew York: Zed Book, 2007), xii.
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Berbagai benituk sambutan terhadap munculnya KHI terjadi
pada seluruh lapisan masyarakat lebih-lebih di kalangan umat
Islam sendiri. Perdebatan mengenai KHI, pada dasarnya mene-
ropong tiga hal, yaitu: isu politik, legalitag hukum, dan kandungan.
materi KHI itu sendiri. Secara politik, nonmuslim merasa khawatir
bahwa penyebaran KHI dimaknai sebagai keinginan umat Islam
untuk mengingat kembali sejarah Piagam Jakarta-dan menjadikan -
“Tslant sebagai basis agama dan politik negara: Di kalangan umat
Islam, perdebatan muncul terkait apakah KHI merepresentasikan
kemenangan Islam atas negara atau keberadaannya sebagai salah
satu bentuk kooptasi negara terhadap Islam. Dalam istilah
Bruinessen, “depolitisasi Islam ataa Islamisasi politik”.®s Tidak
dapat disangkal bahwa “hukum keluarga Islam menjadi simbol
bagi kebanyakan umat Islam berjuang melawan peraturan kolonial
dan perjuangan setelah masa kofonial untuk membersikkan sisa-
sisa sisim hukum kolonial yang masih tertinggal.”" Pendapat
seperti ini berasal dari mereka yang mendukung formalisasi Islam.
Sedangkan mereka yang lebih suka Islam independen dari kontrol
negara, berpandangan bahwa KHI bukanlah opsi terbaik karena
para hakim di Pengadilan Agama dibatasi untizk mengikuti KHY,
membatasi kreativitas mereka dalam menentukan keputusan
hukum pada kasus-kasus tertentu. Kenyataan ini, menurut
mereka yang kontra, akan menyebabkan perkembangan hukum
Islam menjadi statis. Perbedaan pendapat itu menegaskan adanya
polarisasi. Mereka yang pro formalisasi menegaskan bahwa
undang-undang Islam memberikan keputusan hukum yang pasti
bagi umat Islam dengan menyatukan hukum Islam bagi semua
keputusan hakim. Sernentara mereka yang menentang formalisasi
berargumen KHI tdak perlu ada karena pengembangan hukum
Islam untuk mengawal masyarakat yang dinamis akan mem-
buktikan flexibilitas hukum Islam.

UMartin ¥an Bruinessen, “Islamic State or State Islam: Fifty Years after
shb-lslam Relation in Indonesia,” 12 Desember 2005 htp:/ fwww. letuunl/
~martin-vanbruinessen/ personal/ publialions /Stabe-1slam. htm,

“Untuk memperkayn (nformasi imi bace thon. R, Bowen. “Legal Reasoning
and Public Discourse in Indonesian Islam” dalam New Media tn The Muslim World:
The Emerging Public Spheve (Blomington, Indinana: Indiana University Press, 1064).
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Selain perdebatan yang bernuansa politis tersebut, per-
selisthan mengenai KHI juga melibatkan masalah-masalah hukum:
“kelompok expressivis berpandangan KHI hanya membuat living
lair menjadi nyata, sedangkan kelompok positivis mengatakan KHi
membuat hukum baru.”" Selain itu, legalisasi hukum [slam yang
diberikan oleh negara menimbulkan masalah karena KHI tidak
disahkan oleh legislatif. Oleh karena itu, tidak bisa diakui sebagai
undang-undang. KHI hanya diterbitkan dengan Instruksi Presiden
tahun 1991.

Materi KHI juga diperdebatkan. Dua kelempok yang
bettentangan berasal dari pandangan kelompok konvensional dan
kelompok moderis. Kelompok konvensional memandang KHI
sebagai bentuk progresifitas hukum Islam dengan asumsi aturan
~baru” telah dirumuskan, sementara kelompok modernis termasuk
feminis mengatakan, KHI tidak banyak membuat perubahan
signifikan sebagai bukti memperbaharui hukum Islam. “Banyak
yang beranggapan bahwa langkah pembaharuan dalam KHI tidak
terlaju signifikan, misalnya dihapuskannya model pembagian
warisan berdasarkan tradisi yang lebih berkeadilan gender kepada
pembagian berdasarkan figh.” Keterlibatan suara dan pengaiaman
perempuan sebagai sumber materi KHI sangat terbatas. Disamping
klaim bahwa KHI merupakan konsensus, ada pertanyaan yang
masth tersisa tentang hal ini, khususnya ketika tidak semua wmat
Islam, seperti kelompok yang lebih mendukung Islam kultural,
mendukung keberadaan KHI.

KHI: antara Publik dan Privat

KHI, sebagaimana dijelaskan sebelurnnya, merupakan
hukum keluarga Islam yang disusun oleh Negara Indonesia untuk
menyediakan rujukan bagi hakim di Peradilan Agama. KHI
merupakan hukum agama yang memuat raang privat kehidupan
umat Islam dengan pengakuan resmi negara, sehingga men-
jadikannya persoalan publik, Ketika agama dan keluarga diakui
sebagai aspek privat dalam kehidupan masyarakat, lalu keduanya
diperluas ke aspek publik, maka akan sclalu menjadi persoalan

¥ fid.
B ftid., 100,
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yang menarik, bahkan kontroversial. Schagian kelompok menen-
tang ide intervensi negara dalam masalah agama dan keluarga
karena negara akan meminimalkan kebebasan personal dalam
mengatur kehidupan seseorang. Sebagian masyarakat Indonesia
mendukung adanya intervensi publik, politik, atan negara dalam
masalah agama dan keluarga karena ruang privat secara
keseluruhan idak dapat dipisahkan dari aspek pubiik. Penyusunan
KHI Indenesia, akhirnya menghasilkan dua pertanyaarn: Periama,
mengapa masyarakat Indonesia memiliki hukum yang berdasarkan
agama? Dan Kedua, apakah mungkin menghilangkan sama sekali
hukum keluarga Islam sebagaimana halnya KHI di Indonesia?

Perscalan publik dan privat agama selalu dibincangkan di
manapun di seluruh dunia. Tepik pembicaraan biasanya terkait
dengan penpurangan kantrol agara dalam sektor publik. Kontrol
agama dalam sektor publik Hdak harus berubah menjadi kontrol
negara, khususnya dalam masyarakat heterogen, kompleks, dan
demokratis. Agama adalah wahyu Tuhan yang suci dan sulit
untuk dirubah dan hanya relevan bagi crang-orang yang meya-
kininya. Pada sisi lain, negara adalah sekuler, flextble, mewakili
dan mempengaruhi semua penduduk. Akan tetapi, privatisasi
agama tidak harus menghilangkan kekuatan dan pengaruh agama
pada sektor publik. Keyakinan keagamaan memang tidak ditulis
pada dokumen resmi, tapi agama merupakan sumber nilai bagi
kebijakan publik. Di Indonesia, walaupun dinyatakan sebagai
negara sekular, tapi Indonesia tidak sepenuhnya mengabaikan
peran agama. Agama masih dianggap sebagai salah satu dari lima
dasar Negara Indonesia agar terhindar dan konflik agama dalam
kemapemukan masyarakat Indonesia.

Kontroversi terkait persoalan ruang publik dan privat
agama, khususnya Islam di Indenesia, biasanya direpresentasikan
aleh dua kelompok mainstream. Kelompok pertama, yang
biasanya memiliki sebutan yang bervariasi seperti muslim politik,
formalis, dan skripturalis mendesak penghapusan ruang publik
dan privat dan menegaskan bahwa Islam dapat menjadi "Agama
dan juga Negara”, Hefner™ menjelaskan:

"Robert W.Hefner, "1slam and Nation in the Post-Suharto Era” dalam The
Polriics of Post-Suharis Indonesia, (Mew York: Council and Foreign Relason Press,
1949, 12,

16



Kompihisl Hukzw Isiont-.. {Alun Wardalunj

Beberapa aktivis yang baru muncul memang berpendapat bahwa
Islam bisa menjadi agama sekaligus negara untuk menjustifikasi
secara tegas kebijakan-kebijakan yang memaksa. Mereka meng-
inginkan penyatuan negara dan masyarakat ke dalam sebuah bentuk
yang sempurna yang mereka sebut dengan negara Islam. Mereka
mendesak bahwa satu-satunya cara memastikan standar yang tinggi
dari moralitas umat Islam adalah dengan meleburkan batasan antara
publik dan privat serta menggunakan kekuatan negara yang
disipliner untuk mengamankan kedua wilayah tersebut.

Identifikasi Hefner terhadap fenomena tersebut sebagai
sebuah penguatan keinginan terdahulu karena pilihan untuk
memaksakan Islam pada setiap aspek kehidupan dan menjadikan
Islam sebagai dasar negara telah didukung oleh umat Islam
Indonesia sejak sebelum hari kemerdekaan Indonesia. Kelompeck
lain, yang dikenal secara luas sebagai muslim kultural, pluralis,
dan demokratis, sebaliknya, menentang ide memperluas jang-
kauan Islam ke sektor publik. Hefner menggambarkan kelompok
ini sebagai “kelompok yang menolak kebijaksanaan monolitik,
negara Islam dan malahan memperkuat demokrasi, sukarelawan,
serta perimbangan kekuatan antara negara dan masyarakat”.%
Kelompok ini menurut Hefner, memandang negara dan masya-
rakat sipil dapat bahu membahu membangun masyarakat
demokratis, karena:

Demokrasi formal tidak dapat berlaku kecuali dengan kekuatan
pemerintah yang diawasi oleh kelompok sipil. Pada saat yang sama.
bisa dikatakan, kelompok sipil dan demokrasi budaya tidak dapat
berkembang dengan pesat kecuali mereka diproteksi oleh negara yang
menghormati rakyat dengan menegakkan komitmennya terhadap
peraturan hukum #

Oleh karena itu, masyarakat sipil harus mengawal
kebijakan pemerintah, dan pemerintah harus menyiapkan
mekanisme untuk memproteksi kehidupan dan privasi penduduk.

Bagi sebagian sarjana, KHI dan Peradilan Agama di
Indonesia merupakan contoh yang tepat tentang bagaimana

 [kid, 13
7 find.
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agama diperluas jangkauannya sampai ke persoalan publik. Nasir2
mengakui bahwa positivisasi atau menjadikan hukum I[slam se-
bagai hukum negara merepresentasikan sebuah ide yang didukung
oleh pandangan kelompok formalis. Kelompok ini sebenarnya
menganggap simbol formal Islam sebagai dasar bargaining position
bagi [slam. Sarjana lain memandang KH] tidak lebih dari upaya
menunjukkan komitmen umat Islam terhadap hukum agama
mereka. Hukum keluarga Islam adalah satu-satunya hukum yang
tersisa sebagai simbol identitas umat Islam dalam masyarakat
Indonesia yang plural dan modern. Na'im® sebagai contoh,
mengakui bahwa hukum keluarga Islam yang berlaku di dunia
Islam secara formal, sebagaimana KHI, adalah “simbol yang
menunjukkan bagaimana menjadi muslim saat ini.” Jelaslah, KHI
adalah sarana bagi umat Islam Indonesia untuk mengekspresikan
hubungan mereka baik terhadap agama mereka sebagai institusi
yang suci maupun terhadap negara sebagai institusi politik.
Walaupun agama merupakan masalah privat, khususnya ketika
afarannya berhubungan dengan keluarga sebagai institusi privat,
agama juga merupakan sebuah entitas politik pada negara tertenty,
Umat Islam Indonesia mengakui bahwa negara memiliki
kekuasaan untuk melindungi agama dan hak mereka untuk
mempraktikkan ajaran agama. Namun, persoalan gender dalam
KHI tetap menjadi isu penting untuk diperbincangkan agar
memperlihatkan hukum Islam tidak selalu menafikan kesetaraan
dan demokrasi sebagaimana yang banyak orang tuduhkan.

Kelompok Islam politik dan Islam kultural berbeda dalam
melihat persoalan sekularisasi. Bagi kelompok Islam politik,
sekularisasi merupakan ancaman terhadap posisi Islam karena
kelompok ini mengukur bergaining position Islam melalui simbol
formal. Sedangkan bagi kelompok Islam kultural, sekularisasi
sebenarnya rasjonalisasi ajaran Islam; rasionalisasi menjamin
ajaran agama sebagai way of life yang tetap berada pada wilayah
privat walaupun juga berpengaruh terhadap masalah sosial.
Kedua pandangan kelompeok yang kontradiktif tersebut,

“Mubammad Abdun Nasit, Posititnsas: Hukwm [siem i [ndoresia {Mataram:
1ATN Mataram Press, 2004)

B Na'im, Fslamic...
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bagaimanapun, tidak mudah untuk dipilih salah satunya. KHIL,
sebagai contoh, tidak merepresentasikan kepentingan kelompok
Islam politik saja, atau kefompok Islam kultural saja. Sebagai bagian
dari sistim hukum negara, KHI dapat dikategorikan sebagai
persoalan publik juga sebagai bagian dari sistim agama yang
mengatur keluarga, KHI juga dapat dikategorikan sebagai
persoalan privat,

KHI: Menuju Dominasi Hukum

Menurut teori Weber, sekularisasi adalah syarat yang men-
jamin rasionalisasi sistim hukum, termasuk hukum Islam.* Jika
sekularisme merupakan prasyarat bagi rasionalisasi, lalu “rasio-
nalisasi hukum” dalam pengertian ini adalah tentang “rasionalisasi
formal” dimana *faktor-faktor di luar hukum {exfralegal facfors)”
seperti isu-isu moral, agama, sosial, dan politik Hdak seharusnya
menentukan sistim hukum. Pertanyaan yang harus diajukan
adalah apakah mungkin bagi hukum Islam untuk menjadi rasional
secara formal mengingat faktor agama sangat inheren pada hukum
Islam itu sendiri.® Lebih jauh, menurut Crone tidak terdapat satu
sistim hukum yang secara penuh bisa dikategorikan sebaga:
rastonal formal karena gistim hukum selale berhubungan dengan
faktor eksternal.

Teori Weber menggolongkan tipe sistim dan legiimasi
hukum (the type of legal system and the legitimation} ke dalam tiga
tipe yang ia simpulkan sebagai berikut:

Dominasi tradisional (tradrtional domination) adalah bentuk
kepatuhan kepada individu yang dikendalikan oleh tradisi. Hukum
dilegitimasi berdasarkan kesinambunganya terhadap praktik-praktik
historis. Hukum tersebut berakar pada kesucian tradisi. Bentuk
pemikiran hukum biasanya substantive rationality atau formal
irrationality.® Dominasi kharismatik {charismatic domination)

HPntricia Crone, “Weber, [slamic Law and the Rise of Capitalism™ dalam
Max Weber dan Jalam (New Beunawick N): Transaction Publisher, 1999, 247-272,

Biind.

*Substantive Ruliongiity ndalah sebuah bentuk pemikiran hukum yang
socara substansi terrasionalisasi atau diterima dan diyakini secara mehuas jadi
Substantive frrationairly sdalah bentuk pemikiran hukwim yong secara substansi
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bercirikan kepatuhan terhadap sescorang yang memiliki kemampuan
khusus. Hukum dilegitimasi dengan kepatuhan terhadap individu
tersebut. Bentuk pemikiran hukum adalah substantioe irrationality atau
fermal irationality. Yang terakhir adalah deminasi hukum {legal
dominahion’ di mana otorilas diderivasi dan hukum itu sendiri. Hukum
dilegitimasi olch sifat impersonal dari hukum itu sendid {bentuk
hukumnya substantive rationality dan formal rabionalitg) =

Jika ketiga tipe ideal itu digunakan untuk menguji bentuk
dan sifat KHI di Indonesia, nampaknya KHI merupakan proses
transformasi sistim hukum dari dominasi tradisional ke dominasi
hukum. KHI merupakan tipe deminasi tradisicnal dalam arti KHI
adalah hukum yang berdasarkan agama yang berasal darl tradisi
Islam, lebih khusus [agi tradisi interpretasi hukum Islam (figh).
Akan tetapi, ketika KHI berusaha untuk membentuk otoritas sen-
diri dengan dijadikannya KH] sebagai, satu-satunya, buku rujukan
{sebagai peraturan pelaksana UL Perkawinan 1/1974 yang
melengkapi PP 9/1973) dalam menyelesaikan perkara-perkara
umat Islam yang diajukan ke PA maka KHI dapat dikategorikan
dalam Hpe dominasi hukum. Selain itu, dengan memuliki KH],
penyatuan keputusan para ahli hukum bisa diperoleh. Sebelum
memuliki KHI keputusan Peradilan Agama sangat beragam bahkan
dalam kasus yang sama, karena keputusan-keputusan itu didasar-
kan pada pengetahuan dan interpretasi subjektif para hakim
tergantung madzhab yang mereka anut. Pada poin ini, KHI dapat
digclongkan sebagai upaya merasicnalisasi secara formal hukum
Islam. Jadi, KH! merupakan usaha untuk merasicnalisasi tradisi
Islam secara formal karena pembentukan KHI itu sendiri adalah
sebuah upaya untuk menjamin penyeragaman keputusan bagi
kasus-kasus yang serupa oleh para hakim pengadilan agama.
Penyeragaman keputusan akan menciptakan kepastian hukum di
antara umat [slam. KHI, kemudian, dipergunakan sebagai proses
untuk merubah otoritas hukum tradisional dari para hakim ke

tiduk terrasionnlisasi atau diyakini secara meluas tetapi hanya terpusat pada
tnterpretasi tokoh tertentu. Forma! Rahenahity yaitu sebuah pemikiran hukum
yang dilegalkan secarn formal dan formel irralionahty adalah pemikiran hukum
yang belum dilegalkan secara jormal.

PDreagan Milovanovic, A Primer in thr Seciology of Law (Mew York: Harrow
and Heston, 1938), 49.
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otoritas sistirn hukum itu sendiri, yakni, otoritas KHI, sehingga
para hakim dapat memperlakukan kasus yang serupa dengan cara
yang sama (treat alike cases alike).

Sinpkatnya, indikator keberanjakan KHI dari dominasi figh
menuju dominasi hukum adalah beberapa aspek berikut.

1. Berdasarkan teori kedaulatan hukum yang dikemukakan aleh
H. Krabbe {1906} bahwa sifat mengikatriya suatu hukum ada-
lah ditentukan oleh rasa keadilan masyarakat atau komunitas
tertentu dari sebuah aturan hukum. KHI merupakan formulasi
hukum yang bisa menjamin rasa keadilan umat Islam Indonesia
karena secara materiil bersumber dari hukum Islam yang
integral dengan kebcragamaan umat Islam itu sendiri.

2. Sebuah undang-undang dapat terwujud dalam dua bentuk,
yaitu undang-undang dalam arti materiil yaitu setap pera-
turan yang menurut isinya mengikat dan undang-undang
dalam arti formil, yaitu setiap peraturan yang dilegalkan olch
sistim legalisast tertentu misalnya melalui parlemen. Dalam hal
ini KH] merupakan undang-undang dalam bentuknya yang
pertama,yaitu undang-undang dalam arti materitl.

3. KHI secara faktual bersifat mengikat karena salah satu tujuan
disusun dan diberlakukannya KHI adalah untuk mewujudkan
keseragaman keputusan para hakim pengadilan agama derni
terciptanya kepastian hukum, Penelitian yang dilakukan oleh
Departemen Agama Rl menemukan bahwa 100% hakim
pengadilan agama secara implisit menggunakan KHI sebagai
dasar keputusan mereka dan 75% dari mereka menggunakan-
nya secara eksplisit.® Dengan demikian, KBl mempunyai
otoritas hukum yang berpusat pada formulasi KHI itu sendiri
bukan pada hakim sebagai pelaksana dar hukum itu sendiri.

4. Dalam hal pengisian kekosongan hukum atau jika KHI secara
materiil idak menyediakan solusi bagi kasus hukum tertentu
karena dinamika masyarakat yang cepat berkembang, maka
hakim memang dapat menemukan hukum atau menginter-
pretasi aturan hukum [ebih lanjut. Hal ini idak mengurangi
dominasi hukum atau ctoritas KHI itu sendiri karena pengisian
kekosongan hukum juga dilakukan terhadap undang-undang
yang mempunyai kcekuatan formil.

2 Kompas, 11 Oktober 204,
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5. Pemberian dasar pembetlakuan KHI berdasar Inpres 1/1991
dengan Kepmenag 154 /1991 sangat bernilai politis yaitu untuk
mempercepat tersedianya aturan materiil bagi PA yang secara
hukumn telah mempunyai kedudukan kuat 2 tahun sebelurmnya
dan untuk menjamin stabilitas nasional. Karena bersifat politis,
maka substansi KHI sebagai aturan hukum yang mengikat
sebenarnya tidak terpengaruh cleh Inpres tersebut yang tidak
termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.

6. Keputusan Menteri masuk dalam tata urutan peraturan
perundang-undangan yaitu pada pein f. Oleh karena itu,
munculnya Kepmenag 1534/1991 ini dalam mendampingi |

Inpres 1/1991 sebenarmya bisa memperkuat posisi KHI secara |

|

ady e

formal.

7. Kemunculan CLD baru-baru ini hendaknya dipandang sebagai
draf usulan untuk ‘mengamandemen’ KHI agar sesuai dengan
konteks dan dinamika zaman bukan sebuah aturan hukum
alternalif yang posisinya setingkat dengan KHI. Oleh
karenanya, KHI merupakan satu-satunya pedoman scbagai
pertaturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1
Tahun 1974 yang spesifik bagi umat Islam.

Penutup

Dengan demikian, terlepas dari pro kontra teptang isu
publik-privat KHI dan apakah KHI, sebentar lagi, tergantikan oleh
Undang Undang Terapan Pengadilan Agama yang sedang digodok
oleh lembaga legislatif, ada beberapa hal penting yang pertu dilihat
dengan munculnya KHI dalam sistitn hukum Indonesia. Perfama,
KHI telah mampu membuktikan bahwa aturan atau formulasi
hukum selaly mempertimbangkan corak budaya, kondisi sosial,
dan bargaining politik masyarakat tertentu.

Kedun, KHI memberikan legitimast bagi hakim di
Pengadilan Agama untuk lebih menyediakan keputusan yang
menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Kefiga,
¥HI dengan demikian telah menciptakan sistim hukum yang
semula di dominasi figh yang notabene bebas dipilih oleh hakim
tertentu tergantung madzhabnya menuju dominasi hukum
dimana hakim terikat untuk mendasari keputusannya pada
pilihan yang seragam.

e wfe
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